BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR % TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS,DIREKTUR
UTAMA DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum
Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur maka
perlu diatur tata cara, proses pemilihan anggota Dewan
Pengawas dan anggota Direksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf (a), perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi
Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik '
Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
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5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahan Umum Daerah
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Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019

Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS, DIREKTUR UTAMA DAN DIRFKS! PERIISAHAAN

UMUM DAERAH PASAR KABUPATEN OGAN KOMERING

TIMUR.
BAB 1

KETENTUAN UMUM
Pacal 1

4 Goia

1 3

Dalam Peraturan Bupati inl yang diniaksud dengan:

1.
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Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki

oleh Daerah.
Pemierinitali  Daerah adalah kepala Daerah sebagai
penyelenggara pemermta

urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah.

uinsur

an Daerah yang memimpin pelaksanaan

Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam
Kepemilikan Kekayyaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan
Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ

nert Sabaaﬁ mmum ﬁaprnh }TQﬂg mpmnggng ‘IPII11QQQQY1 fPT‘f1ﬂgg1
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dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala keweriarigan

yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS
adalah organ perusahaan Daerah yang memegang kekuasaan

segala

tertinggi dalam perusahaan Daerah dan memegang
wewenang yvang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris

Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang
bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada
Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum

Daerah.

Drrektur Utama adalah organ BUMD vang beertanggung jawab untuk

mengatur keseluruhan BUMD;

Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas
pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta

mewalkili RUMD haik di dalam maunun di luar ﬁnﬂoadﬂa‘q
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denigan ketentuan anggaran dasar.
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yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan
Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk
memenuhi target vang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.

Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah
proses Uuntuk menentukan Kkelayvakan dan Kkepatutan seseorang
untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas, Direktur Utama

@
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Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan

keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau

sertitikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya,

mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian
r

fprhoﬂgﬁ Rakal Calon Ancgonta Dewan Dpﬂga‘vac Komisaris da

Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang

a

dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas

dalam mengikuti proses penjaringan.

Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar
mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan.

Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komuisaris adalah
nama-nama yang telah mengikuti UKK.

Calon Amggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti
UKK.

Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melaku kan
seleksi Bakal Calon Anggota.

Perusahaan Urnum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda

adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak

terbagi atas saham.

Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD vyang berbentuk

perusahaan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang
[¢)

eluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen)
sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
BAB II
PENYERAHAN KEWENANGAN
Pasal 2

Rerdasarkan keputiisan KPM KPM  menverah ka
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kepada Kepala Daerah selaku penyeleniggara Pemerintahan Daer dh

Penyerahan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota dewan
Pcngawas DlrekLur Utama dan anggota Direksi vang masa

> J
Penyerahan sebagaimana dimaksud pada avat [1) dan (2) berakhir
pada saat pelaksanaan seleksi selesal dilakukan. /
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BAR I
DEWAN PENGAWAS

Pasal 3
Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM
Pasal 4
(1Y Progses mnemilihan ancoota Dewan Pencawas dilakulkan melahri
A\t iaidaddnd prrsssdasiiass it = = hufbad hndadh g Mo
seleksi
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui
tahapan:

a. seleksi administrasi;
b UKK: dan

A ay Al

c. wawancara akhiir.
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d dalam Pascal 2 avat |{ (1.\ dan

(2) menu gaskaul Peldmgkat Daerah yang membidangi pemhinaan
terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan
anggota Dewan Pengawas vang masa jabatannya berakhir.

(2) Penyusunan kekosongan jahatan anggota Dewan Pengawas yang

maaa 191"\'::?- nva heralthir sebao ga

masa jabatannya berakhir seba
dilakuxan paling lamnbat 6 (enam
anggota Dewan Pengawas herakhir.
(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau
d*bprhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi

ALa eradaladang

mana dimzalksud nads avat (1)
ana ud pa ayat (i}

1
Y
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bulan sebelumn masa jabatan

an torhadon nengluirusan BUMD melanarlan Lel-renn
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jabatan kepada Kepala Daerah.

Pasal 6

syarat bcbagcu bel lkuL

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur,
perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan

menasmhaonalzan ne

¢. memahami penyelenggaraan Pemerinlahan Daerah,

d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah
satu fungsi manajemen;

e. menyediakan waktu yang CLkLp untuk melaksanakan tugasn

£ beriiazah naline rendah <-1

berijazah paling rendah S-1

g berusia paling tinggi 60 (v nam pulun) tahun pada saat mendaftar
pertama kalj;

h. tidak pernah dinyatakan pailit;

i.  tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha
yang dipimpin dinyatakan pailit;

/\
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tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah
atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 7

Panitia Seleksi berjumlah ganjl dan paling sedikit beranggotakan:
a. Perangkat Daerah; dan

h., umur indenenden dan/ata

. ~povadlatd R AR

P
Dalam ha BUMD memiliki komite nominasi, komite nominasi
menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

Panitia Seleksi bertugas:
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b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas
atau Anggota Komisaris; membentuk tim atau menunjuk
Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;

c. menentukan formulasi penilaian UKK;

rnpﬂp+ﬂh1(9ﬂ hasil ﬂPﬂ1]Q1Qﬂ
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gl.

e. menetapk an Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota
Komisaris; dan

f. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota
Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan

eraturan nerundano-tindanocan Hgﬂ/ a1 lzeb akan Pemerintah

ot
~a Rl in Ay (=R O I <Y CALACAL L & VAdAU L adaiiide.
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Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8
Penunjukan lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan

paling sedikit:

a. k cmampuan keuangan BUIVID,

b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan

c. ketersediaan Sumber Daya Ivianusia.

Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perunidang-un.dan gai.

Pasal 9
Dalam melkukan seleksi, Panitia Selek si melaku kan penjaringan Rak al
on Anggota Dewan Pengawas.
Pasal 10
Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil
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1
penjaringan sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 9.

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan
memenuh paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasalt huruff samnai dengan huruf k
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(1)

3

Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas
atau Anggota Komisaris berdasarkan hasil seleksi admiristrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasai 11

Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi
admin lbtfﬂbl bebngalmana dimaksud dalam P9391 10 ayat (3).

Pasal 12

UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) huruf a, melibatkan kensultan pererangan.

Tim atau lembaocs Profiesinnal QP]"\QO‘Q1MQ‘hQ dimalcgnd dalam Pasal 11

1baga Profesional se dim: y Pasal
ayat (2) bertugas:

cator penilaian
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c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi
Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
huruf a paling sedikit meliputi:

Cop

=0

pengalaman mengelela perusahaan;
keahlian;

integritas dan etika;

kepemimpinan

pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

memiliki kemaian vang, luat dan dedikasi hngocn

ALATLLILLLAE Assdiddi Gl aaarnlieda vaa

Pasal 14

UKK (,alon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalul tahapan:

o P

o po
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Pasaj 15

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan
unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1),terdiri atas:

a. anggota Dewan Pemngs U in dan/ atan anggota Dewan
/ orD T

1 menyelesaikan masa jab atannys,



h nensinnan necawai RIITMD
D. pensunan negawal SUNMD
¢. mantan Direksi BUMD,; atau

d. ekternal BUMD selain tersebut pada huruf a, bdan c.
(3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayzat (2), merupakan
anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan
1r 1{

Lavrzr 4

raupun pemegang saham.
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(4) Unswr lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri
atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang
tidak bcrtugas melaksanakan pelaw yanan pubhk

(5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah

seb chimahn dlmaks1 d nada avat {4}, dlprv -itaskan pnwﬂ'vxf vang

111d&kL1k an evaluasi, penibinaan dan pengawasan BUMD.
(6) Pelayanan puth sebagaimana dimaksud pada ayal (4) merupakan
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
haran ineg. don/atau nr\‘c:v«::h,:ﬂ adminietratif g dicedigkan oleh
carang..jr<a, demnj;laul pc agcmmisiraril

ve
(534
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peryelenggaran  pelayanan  publik  sesuai
peraturan perundang-undangan.

cugan  ketentuan

Pasal 16

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM .
(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan
1mimlah Direlrar

jumlah Direksi.
(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang
anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai
Ketua Dewan Pengawas.
(4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
a

a ayat (1) dan ayat (2} dilaku kan berdasarkan asas efisiensi dan

/4]

efektivitas  keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi

TTR A

kepentingan BUMD
Pasal 17

Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi sebanyak 1
(satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;

Pasal 18

Berdasarkan laporan kekosongan iabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal S ayat ( ) dan ayat (4), Kepala Daerah melakukan seleksi dari unsur
D

a
inde neiaohat Pemerintah
V an pembat Pemerin tan

Pasal 1S

(1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas
dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:

nenoalaman:

Pl iwaatiisad,
keahlian,

integritas dan etika;
kepemimpinan;

S
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memiliki kemauan yang kuat dan Oedlkabl tinggl.
(2) Set ap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci
sesuai dengan kebutuhan vang ditetapkan Panitia belek51

(3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

1*\111"'11“. a b~ ~ Arxﬁ fﬂ1fpnf lran alah Danitia Q
&,0,8, \.4, teniydxan gen ranitia o

1.

11

(4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
sebesar 20% (dua puluh persen.
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(5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat 14\ qpbnsa‘ mnne L(SC gp S hprscn)

(6} Klasifikasi i
atas 8 5 (delapan koma 11ma) direkomendasikan sangat

a. di ,
disarankan;

b. di atas 7,5 tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma
lima) dirckomendasikan disarankan;

c. 7,0 {tujuh kuma nolj sampai dengan 7,5 (tujuh koma limaj
direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan

d di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak
disarankan

Pasal 20

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon
Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuh! k1asiﬁkasi

ppnﬂman Qphngmmahg dimalksud dalam Pasal 10 ayat (6) hi

tasaalasaTa

dengan huruf c.

Pasal 21
(1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling
sedikit 3 (tiga) atau paling banyak S (litnaj Calon Anggota Dewan
Pengawas.

(2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Czalon Anggota Dewan
/ o Jud ferter]
Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala

Pasal 22

(1) Kepala Daerah melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir
terhadap Calon Anggota Dewar

Kepala Doerah menetapkan 1 (s

(2) satu} Calon Anggota Dewan Pengawas
terpilih untuk masing-rnasing jabatan anggota Dewan Pengawas
sctelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada
ayvat(l).

(3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Kepala Daerah
terlebih dahulu manectapkan Calon Ketua Dewan Pengawas, Terpilih

VY Ceaa 4 Lmyer D o Hin.

™

(4) Kepala Dacrah dapat meminta masukan kelua Dewan Pengawas
atau Calon ketua Dewan Pengawas terpilth sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas
terpilih lainnya;
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(6)
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Dalam hal BUMD Lembaga Keu angan, Kepala Daerah menetapkan
Calon anggota Dewan Pengawas untuk proses lebih lanjut sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) disetujui, Kepala Daerah menetapkan Calon anggota Dewan
ter

Penogawag
rengawas
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erpu

»
>

L

Apabila hasil proses lebih 1 1 d
(5) tidak disetujui, Kepala Daerah menetapkan Calon anggota Dewan
Pengawas lainnya sesuai proses sebagaimana dimaksud pada ayat

(5).

g

Pasal 23

Kepala Daerah menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas
terpilih kepada KPM .

Calan Anoconta Dewran Prn
Laicn s 1Y Fer

cr
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penandatanganan koritrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota

Dewan Pengawas .

Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada

Dewan Pengawas terpilih menandatangani
ial
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Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya
kekosongan kepengurusan BUMD.

Pasal 26

=94

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama
4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali

Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggeta Dewan Pengawas
yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik sclamia masa
jabatannya

Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada awvat (2)
paling sedikit terhadap:

a. pelaksanaan pengawasan BRUMD;

-
)

pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;



(5)

(6)
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. DAReTaNZN tata
d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.

Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri

a5

rencana bisinis;

rencana Kerja dan anggaran BUMD;
laporan keuangan;

laporan hasil pengawasarn;

kontrak 1z1npr3g dan

Laidia

=00 op

risalah rapat dan kertas kerja.

Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota

Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kiner ja.

Penandatanganan konirak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
ota

(8Y dilalknlzan sehelum ppngaﬂnbanh Lembali qebnﬁax angoo

\V) rradadaradial scoatldl

men .in.ggal dun.ia;
masa jabatannya berakhir; dan/atau
diberhentikan sewaktu-waktu.
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Dalam hal jabatan anggota Dewan Perigawas atau anggota Komisaris
berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 hurut b, anggota Dewan Pengawas wajb

menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masajabatan paling
lamhat 3 Ihna\ bulan sebelum bheralbhir ma

Anggola Dewan Penigawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum
dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa
jabatannya. Lapo pengurusan tugas dkhlr masa jabatan

cp}‘\on‘a§maﬁa c11rd nada avat (1Y enha
1 Toadana SUug pada at (4 S

1S Y /

oleh KPM untuk memperpailjang atau memberhentikan anggota
Dewan Pengawas.

Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan
Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil
audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor
akuntan publik kepada KPM. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan
seliruh anggnta Newan Pengawas | pelaksanaan tungas pengawasan

BUMD dilak saniakan oleh KPIVL
Pasal 29

Dalam hal

m hal ;

imbhatan angopta Dewan Pen gawas herale ha lrarena
abatan an I rarena

ggota Dewan I berak hir k
diberhernitikan sewaktu-waktu sebagaundx i dimaksud dalam Pasal
28 huruf c¢, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan
pemberhentian.
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i ota Dewan Pengawas seba
pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data
yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang
bersangkutan:

a. tidak dapat meiak
b. tidak melaksanak

[

atau ketentuan anggaran
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan
kerugian pada BUMD dan/atau Daerah;

d. dinyatakan bersalah den g“.. putusan pengadilan yang telah
memnn i
mempunyai kel

g
3

mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagali anggota Dewan
Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan/atau
tidalr ternilih  lagi dalam hal adanva
tidalkt terpulih  lagn dalam hal adanya

a2

1

Pewnerintahh Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi,
dan pembubaran BUMD.

Pasal 30

(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

(2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana
aling sedikit memuat materi:

a. usulan perigunduran diri dari yang bersangkutan;

b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan

c. tata cara pemberhentian

BAB IV
DIREKSI
Pasal 31
Direksi pada Perusahaan Umum Daerah diangkat oleh KPM

(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalu1 seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui
a. seleksi administrasi;
b. UKK; dan
c. wawancara akhir.

(1) Kepala Ducrah menugaskan perangkat daerah yang membidangi
pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan
KeKosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.



M P inhatan anooonta Direksi vano masa
\<=J -~ = hat LD M AL A daL

khii ebagalmdna dimaksud pada ayat {1} dilakukan
(enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi

Jdbdtdllnya bera
paling lambat 6
berakhir.

(3) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan

idanol nemhbinoan
A s

1{@ ~yalfi neranakat daer gl pembanzar

‘V ¥ A AA ] I.J\/A .l..bA =LA A
erhadap pengurusan BUIVMD melapork an kekosongan jabatan
kcpada Kepala Daerah.

[t o

A
oY

memenuhi syarat bebagal bcx 1kut

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki Kkeahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur,
perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan

menacemhanglran nerngabaan:
mrnge NgKan pesrisanaan;

c¢. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

d. memahami manajemen perusahaan;

e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;

f.  berijazah paling rendah S-1 (stratasatu);

o noanaalaman Lraria minimal B (lima) tahiin A1 hidano manaierinl

b' IJ\/.LLDML\AAAA\AAL A).\/LJLA AXLAAAAMAALANA D N \ALALL\A.’ LAAL L kA Nock A VJ.\A\,{,A..I.b LLL\—{,AL\A.J e AN
perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55

(lima puluh lima) tah.un pada saat mendaftar pertama kali;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas,
atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan
badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang

Cas

merugikan k euangan negara atau keuangan daerah;
k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah
atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

fu—
.

Pasal 35

(1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:

a
b, unsur
(2) Dalam hal BU;” meemiliki komite nominasi, komite nominasi
menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3) Panitia Seleksi bertugas:
n

a. menentu kan jadwal waktu pelaksanaan;

b. melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;

c. membentuk Tim atau menunjuk lembaga Profesional untuk
melakukan UKK;

d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;

e. menetapkan hasil penilaian;

f.  menetapkan Calon anggota Direksi; dan

g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses

lebih lanjut sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau kebijakan Pemerintah,
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(2)

Penunjukan Lembaga Protesional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan
cedilrit:

ax

SN
e 3
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emarmpuan keuangan BUMD;

tersediaan lembaga Profesional; dan

ketersed1aan Sumber Day/a manusia;

roses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud

Yoo e

Dalam meiakukan seieksi, Panitia Seieksi meilakukan penjaringan Bakal
Calon anggota Direksi.

(1)

(3)

—
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Pasal 38

Panitia Seleksi melakukan seleksi admimstrasi berdasarkan hasil
penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

pen
Panitia Seleksi melakunan seleksl adminictrasi sesuai persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf { sampai dengan huruf
L

Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota vireksi yang telah
‘u‘us hPrsyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

Pasal 39

UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dilaksanakan
leh:
O‘-e .

a 111 © Atail
LA LSV are N ’ LA LA vt
1

b. Lembaga Profesional
UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurut a, melibatkan konsultan perorangan.



Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3)
huruf a paling sedikit meliputi:

a.

oo

BN Y o8

pengalaman mengelola perusahaan;

keahlian,

integritas dan etika;

kepemimpinan;

pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
memiliki kemauan vang kuat dan dedikasi tinggi.

UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalu i tahapan:

ED

pog

o

(4)

psikotes;

ujian tertulis keahlian;

penulisan makalah dan rencana bisnis;
presentasi makalah dan rencana bisnis; dan

wawancara

Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi dilakukan
dengan memberikan pembobotarn meliputi:

pengalaman;

keahlian;

integritas dan etika;

kenemim pin an:

kepemim pinan;
pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.

.0 oD

o0

Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud
ada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan
Panitia Seleksi.

Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat

b. di atae 7 5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma
iima) direkomendasikan disarankan;

c. 7,0 tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima)
direl ndaglka disarankan dengan pengembangan; dan
d. di oawah 7,0 (tujuh koma ol direkomen.dasikan tidak

disarankan.

Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 awyat (1) huruf a,
yaitu bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan

dalam nenonrusan oroanieasi
yngurusan Aaisasi,
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melibatkan paling sedikit:

;D

Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau

b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota
Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayar (4) huruf a sampai dengan
huruf c.

(1)

2

2
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Pasal 45

Pelaksanaan seleks: administrasi dan UKK menghasilkaa paling
sedikit 3 {tiga) atau paling banyak 5 (lima) 1 2 clzsi

Panitia, selelrei menvamnaikan nama calo

AAAAA draas Y QKada pr&a NS 2alaasals

:3
(j '3

dimaksud Kepala Daeral.

Pasal46
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terhadap Calon anggota Dirck si sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayal (2).

Kepala Daerah menetapkan 1 (satu) Calon anggota Direksi terpiith
untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan

wawancara alkhir ephcxgmmqﬂq dimalrsuid nada avat (1.
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Kepala Daerah menetapkan Cealon Direktur Utama Terpilih..
Kepala Daerah dapat meminta masukan Direktur Utama atau
Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 47

Kepala Daerah menyerahlan Caion anggota Direksi terpilih kepada

zat sel
Selain menandatangani kon c'k Linerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Calon anggota Dircksi terpilih menandatangali surat
pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas
dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau
mmengajukan proses hukuin sehubungan dengan pemberhentian
tersebut.

Pasal 48

Pengangkatan Calon anggota Direksi lerpilih dilakukan oleh KPM ;
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Pasal 49

o

Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang
dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa
jabatan nya.

enila Jremamnonan fncaq sehaoaimana dimaksud nada avat (1)
enimian kemampuan U schagawmana Qlmaxs ua paaa avat (2

’U

pahng SEdlkit memenuhi knteriaz

a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta
Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;

b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan

ata1l mamnu memnertahankan onmi audit Wawmar Tanna
atau mampu  mempe an opini audt Wajar Tanpa
Pengecualian;

c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

Nalam mnlc:]ruﬂzoﬁ nenilaian eamamniian frioace cehnoaimaona vano

Dalam tukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri

tas:

]

ren.cana bisnis;

rencana kKerja dan anggaran BUMD,;

iaporan keuangan;

laporan hasil pengawasan; dan

kontrak kineria.

Daxam hal anggota Direksi dan direktur utama diangk at k embali,
wajib menandatangani kontrak kinerja.

Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali.

"”P*.O.U‘?’

Pasal 50

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima)

tahun dan dapat diangk at k embali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

kecuali:

a. ditentukan lain sesualr dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan;

b dalam hal angoata Direksi memililkki keghlian nenie dan/atal
. reks: 1 113 sus dan/al

alialaasa Y] LNV IS WRHA RS o W O 2 R Tt Tl dhaavarSea sxy (ReR Y
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prestasi yang sangal baik, dapat diangkat urituk masa jabatan
yang ketiga.
Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kruerla

melamnatii t+ > 1 1
a. melampaul target realisasi terhadap rencana bi

rencan.a Kerja dan anggaran BUMD,;

b.  opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar
‘Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di
akhir periode kepemimpinarn;

seluruh bhagil ngnaswasan sudah ditindaklan

o

ketentuan peraturan perundang-undamngan; dan
d. terpenuhinya. target dalam Kontrak kinerja sebesar 100%
(seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.



Jabatan anggota Direksi berak hir apabila:

a.
b.
C.

(1)

(2)

meninggal dunia;
masa jabatannya berakhir; dan/ atau
diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 52

Dala ha! masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam
sal 52 huruf b, a‘xgg t Direksi wajib menyampaikan laporan
™

Sl,r

sebelum berakhir jabatannya.

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum
dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa
jabatannya.

Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan
sebagaimana dimaksud pada avat (2\,.7 Newan Pengawas waiib
menyampaikan penilaian dan rekomiendasi atas kinerja Direksi
kepada pemegang saham.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan
rekomendasi bebagalmand dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar

nertimhanocan KPM intuk memnernanian
Pe uantu ar

fanieieind “ot Lad ava ey et sV ] ‘g
anggota Direksi.
Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang
berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan

tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan
dicamnailrzan lrenada PM tohiinan
MAUMALLF“LL\MLL vat}uuu AXL AVA LA 4 &

Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan
sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e,
pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

Pemberhentian anggoLd Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
/‘11]01{111{')1’1

dilakukan apabila berda

dibuktikan secara sah, a nggota Direksi yang bersangkutan:

a. tidak dapat mcldk nakan tugas;

b. tidak melak sanak an ketentuan peraturan peru ndang-undangan
dan/atau ketentuan anggaran dasar;

C. terlibat  dalam tindakan kecurangan vang mengakibatkan
kerugian pada BUMD, negara dan/ atau Daerah;

d. dinyatakaﬁ bersalah dengan putusan pengadilan yang telah
mempuilyai Kekuatan hukuiin wetap;

e. mengundurkan diri;

f.  tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau;

g tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan
Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi,

akuisisi, dan pembubaran BUMD.

arkan data dan informasi yang dapat
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Dognl 54

(1) Direksi pada Perumda diberhentikan oleh KPM.
(2) hPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentlan sebagaimana
Uil un:u\ouu Paua Ct) QL \Li, lJCLll ZD J,u KU lLlLAll\,{aL 1L&L\,; 1L

a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
W 1"‘*‘\'1'1"3 walrtn ﬂ{\«c}r\‘““:‘,‘orx ﬂr\mk’x“‘ﬂa“Hf}%f
c. tata cara pemberhentlan
(3) Kepala bagian diangkat oleh KPM atas usul Direktur Utama.

BABV
INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI

(1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan
selek51 Calon anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi melalui

LIL\/\ALCL LLl(_,LO \J(A. LU nsu/ li(A.\JLULLl./Ll uou;/ (A.L(,L\A \./.l\_,I\LLU ALLL)

(2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di muat

dalam laman wrheide Pemerintah Daerah dan /ﬁ+n”_ lovman wehaide

BUMD.
(3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (ij paiig sCGikit
a. penjaringan;
h  hacil cenlel-of sAdmg vmcﬁ"oe1 dan

¢. hasil UKK.

BAB VI
PENDANAAN dan HIBAH

(1). Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas atau
anggota Komisaris dan  anggota  Direksi pada BUMD

Ba@iu ginGi /K\UL(_,L G 10581 il pala Anggaiadl 1liilddapaiail . dil

Belanja Daerah Kabupaten atau BUMD.

(2). Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada Perusahaan
Umum Daerah Pasar paling banyak Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar
-xmr,..w--, \,v‘,-mr L'v'-.;'.'v;;;..

BAB VII
hETENTUAN LAIN LAIN
ﬁ,-\,v,‘% Qéemn 1—‘-1 + f\v*h'f\,‘j*:l::f:f*: Do ontine TTT"Y‘"‘.“‘V‘ T\f\r‘v‘ﬁL\ Daome- T"‘\L‘ jﬂﬂ"!“"

Ogan homermg Ulu Timur terlampir dalam Peraturan Bupati ini.



DAD VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku

sejak tanggal diteta

Agar setiap orang niengetahuinya, memerintahkan pengu ndangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal /4 N0y 2019

Diundangkan di Martapura

pada tanggal 1S 0™ 2019
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

| vd
BERITA DAER AH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIIVUR
TAHUN 2019 NOMOR %
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